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WALIKOTA DENPASAR 

 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

 
NOMOR 27 TAHUN 2018 

 

 
TENTANG 

 

STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG  

PEMERINTAH TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  DENPASAR, 
 

 
Menimbang 

 
: 

 
a. bahwa untuk terciptanya efektifitas dan akuntabilitas 

dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 
Anggaran 2020, diperlukan Standarisasi Satuan Harga 

Barang; 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota menetapkan 

Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar 
Harga; 

 
c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi 
Satuan Harga Barang Pemerintah Tahun 2020; 
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Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Denpasar (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

3465) ; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 
5679); 

 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5533); 

 
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 
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  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016     
Nomor 547); 

                   
 

MEMUTUSKAN   : 
 

           Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI  

SATUAN  HARGA BARANG PEMERINTAH TAHUN 2020. 
 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
 

1. Kota adalah Kota Denpasar. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 

3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang. 

5. Standarisasi Barang adalah satuan harga barang yang merupakan 

batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya 

yang digunakan oleh PD. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh pengguna anggaran. 
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BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 

dalam penyusunan RKA – SKPD Tahun 2020. 

 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja. 

 

 
BAB III 

 
STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG 

 

 
Pasal 3 

 

(1) Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Tahun 2020 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang 

sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis 

barang. 

 
 

BAB IV 
 

PELAKSANAAN STANDARISASI 
 

Pasal 4 
 

 
Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD didasarkan pada         

DPA-SKPD yang telah ditetapkan. 
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BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 

  

 
Ditetapkan di  Denpasar 

 pada tanggal 20 Juli 2018  

  

         WALIKOTA  DENPASAR, 
 

 
 

       RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

 
 

 
 

 
Diundangkan di Denpasar 
pada  tanggal 20 Juli 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,                 

 
 

 
 
                     RAI ISWARA 

 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 27  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


